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C.  Ta’marbutah 








(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali di kehendaki lafal aslinya). 
Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايناولاا تيارك ditulis Karamah al-auliya 
 2. Bilata‟marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 





























Fathah + alif 
تيهه اج 
Fathah + ya‟ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya‟ mati 
ىيرك 




















Fathah + ya‟ mati 
ىكتيب 











 G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
ىتَاا 









H.  Kata SandangAlif + Lam 








2. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 








I. Penulisan Kata-Kata DalamRangkaianKalimat 
Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya. 
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Tindakan main hakim sendiri hampir menyentuh seluruh didaerah 
Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil. Penulis melihat dari Koran 
Sriwijaya Post didalam kasus pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo kecamatan 
Mariana Kabupaten Banyuasin, tewas setelah dihajar massa. Kejadian tersebut 
sekitar pukul 10:00. Ketika tersangka bernama Dedi Kurniawan dan Ari Wijaya 
sedang beraksi disini keduanya berhasil ditangkap dan dimassa sehingga membuat 
Dedi Kurniawan Tewas. Sedangkan Ari Wijaya luka-luka sehingga dilarikan ke 
RS Bersalin Muhammadiyah Plaju maka penulis tertarik untuk mengkaji skripisi 
dengan judul tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
mengakibatkan kematian perspektif hukum Islam dan KUHP. 
 Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat 
melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan 
kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak 
tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak 
pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak 
pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia. 
Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
“Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat 
kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan 
untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. 
Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, bagaimana sanksi tindakan 
main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian 
menurut hukum Islam dan bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri 
terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) ? 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau library 
research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. 
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan  metode deskriptif analitis, yaitu 
metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhdap suatu 
objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat 
kesimpulan yang berlaku umum. 
 Dalam ajaran Islam main hakim sendiri dianggap pebuatan jinayah. 
Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatanya sehingga menimbulkan kerugian atau 
kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan 
kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara syara‟ 
adalah hukuman qhisas. Apabila pihak korban/ wali memaafkan pelaku 
pembunuhan maka hukumannya pemberian denda (diyat) yang harus dibayarkan 
kepada keluarga (ahli waris) korban. Sedangkan di dalam KUHP tindakan main 
hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dikategorikan penganiayaan. pasal yang 






A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “prilaku 
menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku 
menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap 
norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat 
menimbulkan ketegangan individual  maupun ketegangan-ketegangan sosial.  
Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta 
benda yaitu pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan 
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di dalam KUHP 
pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
atau melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, 
atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
1
 
Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir 
menyentuh  seluruh didaerah Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, 
maupun lurah dan desa-desa. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan 
oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang 
terjadi saat ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum 
                                                          
1
R. Soenarto Soerodibroto,1991,KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi mahkamah 
agung, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta,  hlm.221. 
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sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. 
Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang 
lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam 
menegakkan hukum dan keadilan.
2
 
Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat 
melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan 
kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak 
tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak 
pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak 
pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa negara hukum (rechstaat) 
dan hukum negara kekuasaan (manchstaat) sehingga ada beberapa konsekuensi 
yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat 
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, 




Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
“Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat 
                                                          
2
Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, PT 
Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 53-57 
3
 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3 
 
kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan 
untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. 
Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di 
Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Yang 




Penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul tindakan main 
hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian perspektif 
hukum Islam dan KUHP karena melihat dari Koran Sriwijaya Post didalam kasus 
Pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo kecamatan Mariana Kabupaten 
Banyuasin, tewas setelah dihajar massa. Kejadian tersebut sekitar pukul 10:00. 
Ketika tersangka bernama Dedi Kurniawan dan Ari Wijaya sedang beraksi disini 
keduanya berhasil ditangkap dan dimassa sehingga membuat Dedi Kurniawan 
Tewas. Sedangkan Ari Wijaya luka-luka sehingga dilarikan ke RS Bersalin 
Muhammadiyah Plaju.  
Dalam ajaran Islam main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian 
dianggap pebuatan jinayah. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatanya sehingga 
menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.
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Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan 
tanpa ada pembenar secara syara‟ adalah hukuman qhisas. Sedangkan hukuman 
                                                          
4
http://library.ikippgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab, diakses pada tanggal 
20 juni 2016 pukul 03.00 WIB 
5
 Yusuf, Imaning, Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam. (Palembang: Rafah Press, 2009). 
Hlm. 01 
bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah pemberian denda (diyat) yang 
harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban.  
Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran 
bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah 
melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang 
dijalani. 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, hukuman hanya dapat diberlakukan 
bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh 
hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan 
kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku 
prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah 
terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.
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Sedangkan di dalam KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan 
tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian karena tidak sesuai 
dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 
hukum artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk 
tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan 
suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara 
khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak 
                                                          
6
 Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gem Insani, Jakarta. Hlm. 11 
7
 Barda Narwawi Arief, 2008, Kebijakan hukum pidana, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm.57. 
dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal 
terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat 
melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan Pasal 351 KUHP 
tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa 
“penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika kita 
membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat 
dikategorikan tindakan main hakim sendiri. 
Penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas 
mengenai fenomena tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta diatas. Untuk itu dalam penulisan 
berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul 
“TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN 
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN KUHP”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok 
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian  
yang mengakibatkan kematian didalam hukum Islam? 
2. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian 
yang mengakibatkan kematian didalam KUHP? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap 
pencurian yang mengakibatkan kematian didalam Hukum Islam? 
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap 
pencurian yang mengakibatkan kematian didalam KUHP? 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun 
manfaat teoritis sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 
Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 
menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai 
elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi 
ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam dan KUHP baik materil 
maupun formil dan pada umunya dalam mengembangkan hukum Islam dan 
KUHP. 
Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan 
menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat 
pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada 
khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap 
penegakkan hukum Islam dan KUHP. 
E. Kerangka Teori 
Di dalam kerangka teori ini menggunakan beberapa teori untuk 
menjelaskan terjadinya pencurian yang diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Teori Fiqh Jinayah 
Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah yang 
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. 
Syariat Islam dimaksud, secara materil mengadung kewajiban asasi bagi setiap 
manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu 
menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada orang lain. 
Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. 




Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu jarimah hudud, 
qishas/diyat dan takzir. Jarimah Hudud telah dijelaskan didalam Al-Quran 
contohnya adalah hukuman rajam  bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. 
Begitu juga dengan jarimah Qishas/diyat, contohnya apabila seseorang dengan 
sengaja membunuh maka hukumannnya adalah qishas (hukuman mati). 
Sedangkan hukuman Takzir adalah hukuman hukuman terdapat terpidana atau 
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orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Jadi hukuman 
ini disebut dengan „uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).9 
Namun disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan yang rasional 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
10
 
Untuk dapat tegaknya hukum di dalam lingkungan masyarakat harus 
memenuhi beberapa unsur, diantaranya: 
a. Berlakunya hukum secara yuridis, artinya ketentuan hukum tersebut 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. 
b. Berlakunya hukum secara sosiologis, artinya apabila kaidah itu tersebut 
efektif kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 
walaupun keputusan itu tidak diterima masyarakat. 
c. Berlakunya hukum secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum 
sebagai nilai positif yang tinggi.
11
 
Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam hukum dan penegakan 
hukum. Karna tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-
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2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana. 
Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 
criminal policy. Kebijakan criminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-
upaya untuk perlindungan masyarakat (social defece policy). Dari semua itu 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, 
kesejahteraan masyarakat atau social welfare dan perlindungan masyarakat atau 
social defence. Akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya 
adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersipat immaterial, 
terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
12
 
Mengenai tindakan main hakim terhadap pelaku pencurian seseorang 
tertangkap basah mencuri motor oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai 
yang mengakibatkan korban  luka-luka dan sampai meninggal. Tersangka di sini 
ialah massa jadi pihak kepolisian harus menyelidiki siapa yang paling parah yang 
menyebabkan kematian itu. 
Hukuman bagi pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap kasus 
pencurian sesuai dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman 
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F. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi: mencari, membaca, dan 
menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori 
yang relavan dengan penelitian yang akan dilakukan.
13
 
Karya hasil penelitian yang membahas tentang pencurian telah banyak 
dijumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang main hakim sendiri 
(eigenrichting) terhadap pelaku pencurian belum ditemukan. Akan tetapi 
ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. 
Terhadap karya-karya ini kedepan akan dijadikan oleh penulis sebagai bagian 
referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa karya 
ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut: 
Penelitian atau sejenis tulisan ini adalah tulisan Eli Supianto, 2014, skripsi. 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrechting) 
Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di 
Kota Makkasar Tahun 2009 s/d 2012)”. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 
Makassar dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab tindakan 
main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana 
adalah adanya faktor internal pelaku main hakim sendiri yaitu: ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap penegak hukum, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak 
pidana, ikut-ikutan, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian faktor 
eksternal pelaku main hakim sendiri yaitu: faktor kepolisian yang lamban dan 
tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Berdasarkan 
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penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan 
permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum terhadap 
pelaku main hakim sendiri. 
Piara tiara, 2011, skripsi. “Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh 
Masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten 
Ofan Ilir Terhadap Pelaku Pencurian Batre Tower Menurut Fiqh Jinyah”. 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 
Palembang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab 
terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian batre tower 
dikelurahan Payaraman Barat terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal  terkait dengan ketidakpercayaan terhadap 
penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana dan faktor rendahnya 
pendidikan. Sedangkan faktor eksternal antara lain, faktor kepolisian yang tidak 
propesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Sedangkan hukuman 
menurut fiqh jinayah adalah hukuman qishas. Sesuai dengan niat dan akibat yang 
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G. Metodelogi Penelitian 
Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari 
penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana 
seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
14
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum 
normatif ) atau library research, dimana penelitian ini mengacu pada norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.
15
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif 
yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum 
lainnya 
Penelitian ini menggunkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier. 
a. Bahan hukum primer dalah bahan hukum pokok (utama), karena 
berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan 
hukum primer dalam penelitian ini seperti Al-Qur‟an, Hadits, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
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 Zainuddin Ali, metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105. 
b. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto, yaitu bahan atau 
penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Qur‟an, Fiqh 
dan terjemah. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 
berupa buku-buku hukum pidana, Koran, ensiklopedia, internet dan 
bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam 
penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Libarary 
Research) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relavan 
untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
4. Metode Analisis Data 
Adapun dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu 
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa 
yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, ada juga perilakunya yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
Adapun dalam penelitian ini setelah mempelajari data-data yang secara 
utuh, kemudian dikumpulkan, dan dicatat, maka dapat ditarik kesimpulan secara 
deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada 
yang bersifat khusus, sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat 
dimengerti dan dipahami secara jelas dan utuh. 
H. Sistematika Pembahasan 
Bab I Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, 
Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan. 
Bab II Membahas tentang Tinjauan Umum. Pada bab ini membahas 
tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana 
pencurian, pengertian main hakim sendiri menurut hukum Islam dan KUHP, 
jenis-jenis main hakim sendiri. 
Bab III Membahas tentang sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap 
pelaku pencurian menurut hukum Islam dan KUHP. 














TINJAUAN UMUM  
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP, 
maksudnya adalah bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum 
maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud 
pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan 
misalnya melakukan tindakan pencurian/ perampokan. 
Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari 
terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia . Beberapa kata unuk menterjemahkan 




Perkatan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari 
suatu kenyataan”, sedang “strafbaar” berarti dapat dihukum, hingga secara 
harfiah perkataan “strafbaarfeit” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu 
                                                          
16
 Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, 
PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 36 
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kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum itu sebenarnya adalah manusia 
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.
17
 
Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara 
lain menurut Voc, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-
undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu 
ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang 
dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai 




Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang 
melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan 
dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh 
para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini, dibedakan menjadi dua 
yaitu unsur tindak pidana dari sudut teoritisi dan tindak pidana dari sudut undang-
undang. 
Tindak pidana teoritisi adalah tindakan atau prilaku menyimpang yang 
dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan 
tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam 
tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-
unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut: 
Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Perbuatan 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya) 




Unsur objektif antara lain: 
1. Perbuatan orang  
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 
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3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti 
dalam pasal 281 KUHP sifat “di muka umum” 
Unsur subjektif antara lain: 
1. Orang yang mampu bertanggungjawab 
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan 
hukum. Berdasarkan kata mejemuk perbutan pidana, maka pokok pengertian ada 
pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) 
dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam 
kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian 
umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu 
yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. 
Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai 
tingkahlaku/ perbuatan walaupun  ada pengecualian seperti pasal 351 
(penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Disamping itu, banyak 
mencantumkan unsur-unsur lain. mengenai objek kejahatan maupun perbuatan 
secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui 
adanya 11 unsur tindak pidana yaitu: 
a. Tingkah laku 
b. Melawan hukum 
c. Kesalahan 
d. Akibat konstitutif 
e. Keadaan yang menyertai 
f. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 
g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i. Objek hukum tindak pidana 
j. Kualitas subjek hukum tindak pidana 
k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
B. Tindak Pidana Pencurian 
Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “barang siapa mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara”. 
Pencurian mempunyai bebarapa unsur yaitu: 
1. Unsur objektif, terdiri dari 
a. Perbuatan mengambil 
b. Objeknya suatu benda 
c. Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: 
a. Adanya maksud 
b. Yang ditujukan untuk memiliki 
c. Dengan melawan hukum 
Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat diartikan sebagai pencurian 
apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.
21
 Dari adanya unsur perbuatan yang 
dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak   
formil, mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang 
dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya 
dengan menggunakan jari-jari dan lengan yang kemudian diarahkan pada suatu 
benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan 
memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. 
Sebagaimana aktifitas tangan jari-jari tersebut di atas bukanlah merupakan 
syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil 
adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya 
kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 
mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda 
dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan 
mutlak. 
Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan 
syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat 
menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. 
 
 
                                                          
21
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 
05 
C. Tindakan Main Hakim Sendiri 
1. Definisi Main Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Islam 
Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata 
jarimah, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana 
istilah jarimah ialah jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah jarimah pada 
umumnya digunakan untuk untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik mengenai jiwa ataupun lainya. 
Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan 




Jinayah berasal dari kata “jana yajni jinayah”, yang berarti memetik, dosa 
atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan 
sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang 
diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan 
agama, jiwa, akal, atau harta benda. 
Adapun Al-Ahkam Al-Jinayah adalah hukum pidana biasa disebut juga 
hukum publik. Al-Ahkam Al-Jinayah dalam Islam untuk melindungi kepentingan 
dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, 
sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. 
Sedangkan pengertian jarimah menurut Al-Sulthoniah adalah segala 
larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal 
yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir 
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Hlm 26 
Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara‟ yang mengakibatkan 
pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan tersebut bisa 
berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan 
yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang 
mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak 
melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah sesorang jika tidak memberi 
makan anaknya yang masih kecil atau suami yang tidak memberi nafkah yang 
cukup bagi keluarganya. 
Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu 
apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) 
pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan 




Main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah dapat diklasifikasikan 
dengan rumusan sebagai berikut:
24
 
a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala 
memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-
syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh 
merupakan manusia yang hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan 
pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian. 
b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja manakala 
memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja 
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adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat 
perbuatannya. 
c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala 
pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan 
semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari 
tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban 
manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, 
perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab 
akibat antara kekeliruan dengan kematian. 
d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang 
disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan 
dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada 
tubuh korban. 
e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak 
disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan 
dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka 
pada tubuh korban. 
Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama Islam, 
apabila memutuskan suatu perkara maka sesuai dengan ketentuan Allah dan 
jangan menggunakan hawa nafsu. 
25
 
                                                          
25
 http//.www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb, diakses pada tanggal 1 oktober 2016 
jam 20:00 WIB 
Main hakim sendiri terhadap pelakukan pencurian yang mengakibatkan 
kematian  maka dalam kacamata hukum Islam sama hal dengan pembunuhan yang 
disengaja dan penganiayaan. Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat 
dengan niat pelaku. Pembunuhan dan penganiayaan didalam fiqh jinayah 
termasuk dalam jarimah qishash dan diyat. Namun apabila diperluas maka ada 
lima macam, yaitu: 
1. Pembunuhan sengaja 
2. Pembunuhan menyerupai sengaja 
3. Pembunuhan karena kesalahan 
4. Penganiayaan sengaja 
5. Penganiayaan tidak sengaja. 
Berkenaan dengan mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri atau 
masalah hukum karena kebejatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan 
hakim yang berwenang memutuskanya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak 
seorangpun berhak menghabisi hidup orang lain dimuka bumi ini sebagai 
pembalasan atau kerusakan. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
tindakan main hakim sendiri dalam hukum Islam dalam pembunuhan dan 
penganiayaan karena sama-sama mempunyai tujuan untuk mengakibatkan 
seseorang atau lebih mengalami luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa 
orang lain dengan cara melawan hukum. 
 
2. Definisi Main Hakim Sendiri Dalam KUHP 
Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
“Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat 
kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan 
untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan 
hukum.
26
 Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan 
pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan 
ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.
27
 
Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo 
adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang 
bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, 
sehingga akan menimbulkan kerugian.
28
 
Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang 
malah menciptakan suasana tidak tertib . Masyarakat yang harusnya menaati 
hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, 
mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi 
sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak 
pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang 
dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh 
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masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan 
membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan. 
Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan 
dengan norma-norma hukum (lawless erowds). Menurut Soerjono Soekanto 
kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (lawless crowds) 
terbagi dua, yaitu: 
1. Kerumunan yang bertindak emosional (acting mobs), kerumunan 
semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan 
menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma 
hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan 
orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak 
mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan. 
2. Kerumunan yang bersifat immoral (immoral crowds), contohnya 
adalah seperti orang-orang yang mabuk.
29
 
Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa 
sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat 
yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak 
pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang 
masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut 
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Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. 
Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara 
hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.
30
 Dalam pasal 
1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
31
 Sebagai 
negara  Indonesia adalah ngara hukum tentu saja mampu mewujudkan supermasi 
hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam 
pasal 4 yang berbunyi:
32
 
“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan diadapan hukum, dan hak-hak 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 
siapapun”. 
 Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 
“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan 
martabat kemanusiannya”. 
Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersbut kita 
simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang 
bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia. 
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3. Jenis-jenis Tindakan Main Hakim Sendiri 
Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan 
yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana di 
dalam hukum Islam sebagai berikut: 
1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya 
Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan 
perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik 
berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan 
tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, 
merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah. 
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya 
masih tetap utuh 
Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap 
utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis 
anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah 
menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, 
kemampuan berbicara, dan lain-lain. 
3. Al-Syajjaj      جاّجثلا  
Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam 
Abu Hanafiah berpendapat bahwa Al-Syajjaj adalah khusus pada bagian muka dan 
kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi 
yang banyak dagingnya tidak termasuk Al-Syajjaj, tetapi ulama‟ yang lain 
berpendapat bahwa Al-Syajjaj adalah pelukan pada bagian muka dan kepala 
secara mutlak. 
Menurut Abu Hanafi Al-Syajjaj terdiri dari sebelas macam, yaitu: 
1. Al-Kharisah, رغلا سه adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai 
mengeluarkan darah 
2. Al-Dami’ah,   هيم ّدلا adalah yang mengakibatkan pendarahan, tetapi 
darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata 
3. Al-Damiyah, هيم دلاadalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah 
4. Al-Dadhi’ah, هيد دلاadalah pelukaan sampai memotong daging 
5. Al-Mutahalimah, ةمل احتملاadalah pelukaan yang memotong daging lebih 
dalam dari Al-Dadhi’ah 
6. Al-Simha, ةحمسلاadalah pelukaan memotong daging lebih dalam lagi, 
sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan 
selaputnya sehingga disebut simhaq 
7. Al-Mudhihah, ةحيضملاadalah pelukaan yang lebih dalam sehingga 
memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan 
8. Al-Hasyimah, ةميشحلا  adalah pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga 
memotong atau memecahkan tulang. 
9. Al-Munqilah, ةلقنملاadalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong 
tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya. 
10. Al-Amah, همءلاadalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepada 
ummuddimag, yaitu selaput antara tulang dan otak 
11. Al-Damighah,  هحغمدلاadalah pelukaan yang merobek selaput antara 
tulang dan otak sehingga tulangnya kelihatan 
 
4. Al-Jirah     حارجلا  
Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan 
saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk al-jirah ini meliputi leher, dada, 
perut, sampai batas pinggul. Al-Jirah ini ada dua macam: 
1. Jaifah, ةفيجadalah pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dua 
perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping. 
2. Ghair Jaifah, ةفيج ريغadalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam 
dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja. 
Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan 
pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan 
manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan 
hanya memar, muka merah, atau terasa sakit. 
Sedangkan tindakan main hakim sendiri didalam KUHP juga disebut 
sebagai tindakan penganiayaan dan hal itu bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: 
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal  355 KUHP) 
6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP) 
7. Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan  (Pasal 357 KUHP) 
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Contoh kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
mengakibatkan kematian 
SRIWIJAYA POST       Rabu, 3 Mei 2017 
Di Mariana Banyuasin, Pencuri Tewas Dihajar Massa 
 
SRIPOKU.COM, PALEMBANG--- Dedi Kurniawan (28), satu dari pelaku 
pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo Kecamatan Mariana Kabupaten 
banyuasin, tewas setelah di hajar massa. 
Sedangkan, seorang rekannya, Ari Wijaya (29), kritis hingga harus dilarikan ke 
IGD RS Bhayangkara Polda Sumsel Palembang untuk mendapatkan perawatan. 
Menurut keterangan Kapolsek Mariana, AKP Nazirudin didampingi kanit 
Reskrim, Ipda Badrun heli, Kejadian tersebut saat kedua tersangka melakukan 
pencurian di rumah korban, Sudio (35), Minggu (22/5) sekitar pukul 12.00. 
“Satu pelaku atas nama Dedi Kurinawan warga Lorong Masjid Djamik RT 14/5 
Kelurahan Palju Ilir meninggal di tempat, sedangkan rekannya, Ari Wijaya warga 
jalan Kota Barat depan RS Bersalin Muhammadiyah Plaju kritis dan masih di 
rawat,‟ terangnya. 
Dari kejadian tersebut, masih dikatakan Nazirudin, diamankan barang bukti 
berupa sepeda motor Honda Beat berwarna hijau BG 3889 AAN yang digunakan 
keduanya untuk beraksi serta ponsel dan gelang imitasi. 
„setelah diperiksa, kuat dugaan sepeda motor yang digunakan keduanya itu juga 
merupakan dari hasil tindak pidana termasuk gelang imitasi itu,‟ jelasnya. 
Jadi informasinya, masih dikatakan Nazirudin, sebelum keduanya melakukan 
aksinya kali ini dan berhasil ditangkap lalu dimassa, keduanya telah melakukan 
aksi serupa di kawasan Air Kumbang Banyuasin. 
“Kemungkinan, di sana beraksi sekitar pukul 10.00 lalu dilanjutkan di sini ini. 
Namun, saat beraksi di sini keduanya berhasil ditangkap dan dimassa hingga 
membuat seorang pelaku tewas.‟ Tuturnya. 
Sementara itu, kelurga dari trsangka Dedi tampak begitu shok setelah melihat 
jenazah Dedi terbujur kaku di atas meja kamar Mayat RS Bhayangkara Polda 
Sumsel Palembang. 
Bahkan, seorang kelurga perempuannya juga sempat tak sadar diri di dalam kamar 




SANKSI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU 
PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM DAN KUHP 
A. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang 
Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam 
Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari 
adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi 
orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu 
ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya 
adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur‟an 
maupun Al-Hadits tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat 
diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang 
bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan 
pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan 
kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur‟an. 
Ketika melaksanakan hukuman, tidak serta merta pelaku tindak pidana 
dapat dihukum di tempat ia tertangkap. Hukum pidana Islam juga mempunyai 
ketentuan yang menegaskan perlua adanya penghormatan terhadap hak keadilan 
bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut tidak lain adalah adanya proses 
pengadilan atau qadli yang dilakukan dengan keputusan seorang hakim. 
Penjelasan ini sekaligus mengindikasikan bahwa proses penghakiman terhadap 
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pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan sewena-wena. Ada proses yang harus 
dilakukan untuk dapat menentukan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana 
yang dilakukan seseorang. Dengan adanya proses yang sesuai dengan ketentuan 
syara’ diharapkan akan diperoleh hukum yang benar-benar adil dan berkesesuaian 
dengan ketentuan Islam, baik bagi pelaku tindak pidana (akibat perbuatanya) 
maupun bagi korban tindak pidana. 
Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan syariat, 
maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut 
sebagai tindak pidana (jarimah). Dalam hukum Islam, sebuah tindakan atau 
perbuatan dapat disebut tindak pidana. (jarimah) apabila memenuhi unsur 
perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini ada yang 
umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur 
khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah 
satu dengan jarimah yang lainnya. 
Unsur-unsur jarimah meliputi tiga bagian yaitu: unsur formil (adanya 
undang-undang atau nash). Unsur materil (sifat melawan hukum), unsur moril 
pelakunya mukallaf). Adapun unsur khusus ialah yang hanya terdapat pada 
peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis 
jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. 
Terkait dengan tindakan main hakim sendiri dalam unsur formal tindak 
pidana menurut hukum pidana Islam dapat dilihat dari perbuatan yang terkandung 
di dalamnya. Perbuatan yang dimaksud adalah adanya perbuatan penganiayaan 
kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian dalam 
lingkup hukum Islam, telah ada ketentuan larangan untuk saling membunuh dan 
saling melukai. Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, 
yakni sebagai berikut: 
1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan 
melawan hukum. 
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembuhan yang dilakukan dengan 
tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad. 
Menurut pendapat jumhur ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu: 
1. Pembunuhan sengaja  
Pembunuhan  sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan 
tersebut melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari 
perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari 
kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan 
untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata 
api, senjata tajam dan sebagainya. 
Adapum unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut: 
1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup 
2. Kematian yang terjadi adalah hasil perbuatan pelaku 
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian 
2. Pembunuhan menyerupai sengaja 
Menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja 
dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak 
akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya. 
Maksudnya, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada 
niat dalam diri pelaku untuk membunub korban. Sebagai bukti tentang tidak 
adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila 
alat tersebut pada umumnya tidak memtikan, seperti kerikil, ranting kayu, 
penggaris dan sebagainya, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan 
menyerupai sengaja. 
Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai 
berikut: 
1. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian 
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan 
3. Kematian adalah akibat dari pelaku 
Contohnya seorang guru memukulkan penggaris kepada seorang 
muridnya, tiba-tiba murid tersebut meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut 
dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.  
3. Pembunuhan karena kesalahan 
Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk 
melakukan perbuatan yang dilarang, dan tidak pidana pembunuhan terjadi karena 
kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan 
karena kesalahan adalah, sebagai berikut: 
1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban 
2. Perbuatan tersebut karena kesdalahan (kelalaian) pelaku 
3. Anatara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan 
sebab akibat. 
Contohnya seseorang menebang pohon, kemudian pohon tersebut tiba-tiba 
tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat hingga tewas. 
Larangan untuk saling membunuh serta hukuman bagi pelaku 
pembunuhan disebutkan secara jelas oleh Allah dalam firman-Nya sebagai 
berikut: 
Al-Qur’an surat Al-Baqarah:178 
اّهيآي               
               
              
أ 
Sesuai dengan ketentuan ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh 
dengan kesengajaan merupakan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. 
Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan 
tanpa ada pembenar secara syara‟ adalah hukuman mati. 
Islam menjelaskan Sebagaimana terdapat dalam ayat diatas barang siapa 
yang membunuh dengan sengaja itu adalah qishas. Jadi apabila sekumpulan orang 
(massa) melakukan penganiayaan terhadap orang yang mencuri kemudian korban 
sampai meninggal dunia maka hukuman yang setimpal ialah qishas. Karna tidak 
ada yang berhak menghabisi nyawa seseorang tanpa alasan qhisas. Qishas disini 
berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah 
“hutang nyawa dibayar nyawa”.  
Adapun arti qhisas yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) 
kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan 
anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku 
pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban 
atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. 
Al-Qur’an surat Al-Isra:33 
ا اب ّلاِا للها مّرح يتلا سفّنلا اولتقت لاولج دقف ًام ولظم لتق نمو ّقحع انل
لتقلا يف فرسي لاف ًاناطلس هّيلول 
 Ayat diatas menjelaskan larangan membunuh terhadap jiwa tanpa adanya 
alasan yang dibenarkan oleh syari‟at. Dan barang siapa yang membunuh secara 
dzalim maka kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli wariusnya yaitu 
kekuasaan ahli waris untuk memilih dalam hukumannya bagi se pembunuh, bila ia 
kehendaki dapat dijatuhkannya hukuman bunuh, juga dapat di maafkan dengan 
membayar diyat (tebusan), dan juga dapat memaafkan tanpa tebusan, yakni 
dengan tidak menuntut ganti rugi. Dan si pewali tidak boleh berlebih-lebihan 
dalam membunuh si pembunuh tersebut, yakni dengan menuntut hukum Qhisas 
kepada yang tidak membunuh. 
Hadist 
 هيلع للها لوسر ّنأ هنحع للها يضر يردخلا نانس نب دعس ديعس يبأ نع
 :لاق ملسورارض لاور رض لا  
Hadist diatas menjelaskan janganlah engkau saling membahayakan dan 
saling merugikan. Yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sesuatu 
yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabakan orang lain mendapatkan 
mudharat. 
Dalam kasus tindakan main hakim sendiri yang menjadi pelaku disin ialah 
sekumpulan orang (massa) tidak semua massa itu harus dihukum qhisas tetapi 
para penegak hukum harus mencari siapa yang menyebabkan paling parah 
diantara sebanyak massa itu yang melakukan kejahatan sehingga menyebabkan 
korban meningal dunia. Jika sudah didapatkan maka barulah hukuman qhisas 
dapat dilaksanakan. Sementara itu wali korban pembunuhan berhak memilih 
hukum qhisas, atau diyat. Hukuman qhisas dapat gugur apabila pihak korban 
memaafkan pelaku dan hukuman penggantinya ialah diyat. Diyat adalah sejumlah 
harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana 
(pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.
34
 
Hukum asal diyat adalah dengan unta, sedangkan jenis-jenis lainnya 
sebagai penggantinya. Diyat seorang muslim senilai 100 ekor unta. Menurut imam 
Malik, imam Abu Hanafiah dan imam Syafi‟iyah diyat dapat dibayar dengan salah 
satu dari unta, emas dan perak.sedangkan menurut imam Abu Yusuf, imam 
Muhammad ibn Hasan dan imam Ahmad Hanbal jenis diyat ada enam, yaitu: 
unta, emas, perak, sapi, kambing dan pakaian. 
Adapun kadarnya, apabila unta jumlahnya seratus ekor, kambing dua ribu 
ekor, uang emas seribu dinar, uang perak dua bekas ribu dirham. Jika korban 
akibat tindakan main hakim sendiri ini tidak samapai meninggal dunia maka diyat 
yang harus dibayar sesuai dengan cedera yang dialami korban. 
Adapun jenis luka yang ditentukan syariat adalah sebagai berikut: 
1. Al-Mudhihah  حضملاة : luka sampai ketulang sehingga tulang terlihat. diyat 
nya sesuai syariat berupa 5 ekor unta. 
2. Al-Hasyimah  شحلاةم : luka yang mematahkan dan menampakkan tulang, 
diyat nya sebanyak 10 ekor unta. 
3. Al-Munaqqilah   ةلقنملا : luka yang menampakkan,mematahkan, dan 
menggeser posisi tulang, diyat nya 15 ekor unta. 
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Apabila memperhatikan penjelasan di atas terkait tindakan main hakim 
sendiri terhadap pelaku pencurian , maka sanksi utama yang dapat diberikan 
kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman qhisas  atau diyat. Pemberian 
hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga 
dalam main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan 
kematian. Oleh karena itu niat dan akibat yang ditimbulkan dari main hakim 
sendiri yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke 
dalam kriteria jarimah qhisas atau diyat. 
B. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang 
Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP 
Untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana main hakim  
sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam 
prakteknya ternyata banyak ditemui beberapa kesulitan atau kendala. adapun 
kendala yang dialami penyidik adalah sebagai berikut: 
1. Polisi tidak menerima laporan dari masyarakat pada saat terjadinya 
perbuatan main hakim sendiri, laporan didapat dari masyarakat pada saat 
telah terjadi tindakan main hakim sendiri jika korban temukan di tempat 
kejadian perkara hanya mayat korban akibat perbuatan main hakim sendiri 
jika korban meninggal dunia. 
2. Polisi tidak menerima laporan mengenai perbuatan masyarakat yang 
melakukan perbuatan main hakim sendiri 
3. Masyarakat sebagai saksi tidak memberikan keterangan dan terkesan 
menutupi 
4. Kurangnya alat bukti 
5. Jumlah masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri banyak 
Kendala yang telah disebutkan diatas menjadi hambatan penyidik 
melakukan proses pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, 
sehingga kasus perbuatan main hakim sendiri sangat jarang dilimpahkan ke 
pengadilan.  
Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana 
sehingga pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, namun dalam melakukan proses hukum penyidik tidak melanjutkan 
proses hukum berdasarkan Pasal 109 Ayat 2 KUHP, adapun alasan penghentian 
penyidikan yang diatur didalam pasal tersebut, yaitu: 
1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak 
memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang 
diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan 
tersangka. 
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana 
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada 
alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan 
pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, 
atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.
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Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana yaitu para pelaku harus diproses secara hukum mulai 
dari: 
1. Proses penyidikan 
Penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang 
menunjukan masyarakat telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. 
Setelah itu ditentukan pasal-pasal yang telah dilanggar tersebut. Karena jika 
terjadi kesalahan, maka bisa saja orang yang ditangkap bukanlah tersangka 
penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana. 
2. Proses persidangan 
Proses persidangan dalam hal ini dimulai dari pembacaan surat dakwaan 
dari jaksa penuntut umum (JPU) sampai putusan oleh hakim majelis. 
3. Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan. 
Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia harus menjalankan sanksinya, sanksi bagi 




Hukuman bagi masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri 
tidak semuanya sama, namun berdasarkan hasil penyeledikan oleh pihak penyidik 
kepolisian, karena masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri 
ada yang hanya memukul saja, ada yang memukul dengan benda, ada yang 
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menganiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga bentuk 
pertanggungjawabannya didasarkan atas kesalahan yang telah diperbuat. 
 Penulis simpulkan dari semua persepsi aparat penegak hukum bahwa 
masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan 
korban luka-luka atau meninggal dunia termasuk kedalam perbuatan pidana 
sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peratnggungjawaban 
yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri 
harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing individu, 
sehingga bentuk pertanggungjawaban antar individu berbeda satu dengan yang 
lain. 
 Untuk menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan 
sebagai pelaku dalam tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
dan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut 
melakukan. 
 
 Penerapan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan 
main hakim sendiri agar mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terlebih 
dahulu diproses secara hukum dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian, 
proses pengadilan dan pelaksanaan putusan, tetapi proses hukum tidak bisa 
dilanjutkan karena dihentikan oleh penyidik kepolisian disebabkan oleh 
kurangnnya alat bukti dan sulit untuk mendapatkan saksi, karena masyarakat yang 
melihat kejadian terkesan tertutup sehingga menyulitkan penyidik mengetahui 
siapa tersangkanya, selain itu yang melakukan perbuatan main hakim sendiri 
adalah masyarakat banyak sehingga untuk menemukan siapa tersangkanya akan 
sulit karena tidak mungkin setiap masyarakat diproses dan dimintai 
pertanggungjawabannya. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara 
khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak 
dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal 
terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat 
melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan pasal 351/358 KUHP 
tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa 
“penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika kita 
membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat 
dikategorikan tindakan main hakim sendiri. 
Tindakan main hakim sendiri disini biasa dilakukan oleh sekumpulan 
orang (massa) untuk menentukan dari sekian banyak massa tersebut maka pihak 
kepolisian harus mencari tahu siapa yang menyebabkan paling parah terhadap 
korban main hakim sendiri tersebut. Maka barulah biasa menghukum orang yang 
menyebakan kematian tersebut. 
Apabila terjadi tindakan main hakim sendiri sanksi yang dikenakan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah sebagai berikut: 
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok 
atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua 
penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP 
maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni: 
a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun 
kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah 
(ayat 1). 
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2). 
c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3). 
d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan 
penganiayaan (ayat 4). 
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP, menurut pasal ini, penganiayaan 
ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 
356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 
pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang 
melakukan peganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang 
ada dibawah perintahnya. 
Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (ayat 1) KUHP yaitu suatu 
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 
Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah: 
a. Bukan berupa penganiayaan berencana. 
b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya. 
2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan 
tugasnya yang sah. 
3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan 
untuk dimakan atau diminum. 
c. Tidak menimbulkan: 
1. Penyakit. 
2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan. 
3. Pencaharian. 
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu: 
a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau 
kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 
(empat) tahun. 
b. Penganiayaan berencana yang luka berat dan dihukum dengan hukuman 
selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan 
hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. 
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 
sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi 
penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat: 
1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam 
suasana batin yang tenang. 
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat 
sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, 
sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: 
a. Resiko apa yang akan ditanggung. 
b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat 
untuk melaksanakannya. 
c. Bagaimana cara menghilangkan jejak. 
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam 
suasana hati yang tenang 
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut 
juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja 
oleh orang yang menganiaya. 
Unsur-unsur penganiayaan berat, antra lain: 
a. Kesalahannya: kesengajaan. 
b. Perbuatan: melukai berat. 
c. Objeknya: tubuh orang lain.  
d. Akibat: luka berat. 
5. Penganiayaan Berat Bercana (Pasal 355 KUHP) 
Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan 
antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana 
(pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara 
serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat 
maupun unsur penganiayaan berencana. Kamatian dalam penganiayaan berat 
berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada 
akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan 
terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. 
Menurut pasal 355 KUHP ada 3 macam penganiayaan berat berencana, 
yaitu: 
a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP) 
Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang 
berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP. Berdasar 
ketentuan pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai 
penganiayaan di atas, yaitu: 
a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas 
sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah. 
b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu 
dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk 
diminum. 
7. Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP) 
Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam 
pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman 
terdapat kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat 
dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 Nomor 1 hingga 4”. 
Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP yaitu: 
a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan. 
b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri). 
c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-
undang. 
d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh Negara ), wali 
pngawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain 
dari pada anaknya. 
Jika dicermati ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 357 KUHP ini 
mengatur hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang direncanakan 
sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP dan penganiayaan berat yang 
direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP. Namun demikian 
apabila yang menjadi korban adalah pegawai atau pejabat negara yang sedang 
atau dalam melaksanakan tugasnya, maka ia memerlukan suatu perlindungan 
hukum yang layak agar dapat melaksankan tugas dan kewajiaban demi 
kepentingan umum. 
8. Turut Serta dalam Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 KUHP) 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 358 KUHP. Jika diperinci dari 
rumusan pasal 358, unsur-unsur dari turut serta dalam penyerangan perkelahian 
ini terdiri dari dua unsur, yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
berupa perbuatan (penyerangan dan perkelahian), dimana terlibat beberapa orang, 
menimbulkan akibat (luka berat dan mati) sedangkan unsur subjektif yaitu dengan 
sengaja. 
Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing- 
masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat 
penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 
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TABEL II 
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI 





Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama 
melarang tindakan main hakim sendiri karna bertentangan 
dengan aturan yang ada dan sama-sama memberikan sanksi 




Di dalam Hukum Islam sumber hukum yang digunakan ialah 
Al Qur‟an dan Hadist. Bentuk sanksi yang digunakan ialah 
Qhiasa dan diyat. Sedangkan di dalam KUHP menggunakan 

















Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
mengakibatkan kematian sebagai berikut: 
1. Sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
mengakibatkan kematian menurut hukum Islam ialah hukuman qishash 
dan diyat. 
2. Sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang 
mengakibatkan kematian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) Pasal 351 ayat 3 dengan pidana penjara selama 7 tahun. 
B. SARAN 
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi 
saran kepada penegak hukum dan masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan 
main hakim sendiri. 
1. Penegak hukum hendaknya bersikap professional dalam menanggani 
kasus tindakan main hakim sendiri dengan ketentuan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 tentang 
penganiayaan. agar masyarakat menyadari bahwa tindakan main hakim 
sendiri, adalah suatu kejahatan dan tindakan melawan hukum, 
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meningkatkan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum 
terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim 
sendiri. 
2. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada hukum Islam dalam 
menindak tegas masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main 
hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana serta untuk menghilangkan 
anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang tidak 
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